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GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR    19  TAHUN   2009

TENTANG

PEMBENTUKAN  SEKRETARIAT GERAKAN PEMBAHARUAN KAKAO – GERAKAN NASIONAL PENINGKATAN PRODUKSI DAN MUTU KAKAO 

(GPK - GERNAS)  PROVINSI SULAWESI BARAT   

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG  MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT ,

	Menimbang 

Mengingat


	:

:
	a. bahwa untuk mengoptimalkan keberhasilan Program Gerakan Pembaharuan Kakao dan Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional (GPK-GERNAS KAKAO) di Provinsi Sulawesi Barat, perlu dibentuk Sekretariat Gerakan Pembaharuan Kakao dan Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional (GPK-GERNAS)  Provinsi Sulawesi Barat ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pembentukan Sekretariat Gerakan Pembaharuan Kakao dan Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional (GPK - GERNAS) di Provinsi Sulawesi Barat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Sekretariat Gerakan Pembaharuan Kakao dan Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional (GPK – GERNAS)  Provinsi Sulawesi Barat ;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem  Budidaya Tanaman  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3479) ;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2006 tentang  Pengembangan Perkebunan Melalui Porgram Revilatisasi Perkebunan ;

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Direktorat Jenderal Hortikultura;

9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1643/Kpts/OT.160/12/2008 tentang Penyelenggraaan dan Pembentukan Tim Koordinasi  Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional ;

10.  Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 02 Tahun 2008 tentang  Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat  Nomor 26) ;

11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 01 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 34) ;

12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 02 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 35) ;

13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 36) ;

14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 04 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 37) ;




MEMUTUSKAN :

	Menetapkan
	:
	PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN   SEKRETARIAT GERAKAN PEMBAHARUAN KAKAO – GERAKAN NASIONAL PENINGKATAN PRODUKSI DAN MUTU KAKAO NASIONAL (GPK - GERNAS) DI PROVINSI SULAWESI BARAT   




BAB  I

KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat ;
2. Provinsi  adalah Provinsi Sulawesi Barat ;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat ;
5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah ;

6. Kabupaten adalah Kabupaten di lingkup Provinsi Sulawesi Barat ;

7. Bupati adalah Bupati di lingkup Provinsi Sulawesi Barat ;

8. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten di lingkup Provinsi Sulawesi Barat ;
9. Gerakan Pembaharuan Kakao selanjutnya disebut GPK adalah gerakan membaharui peran komoditas kakao sebagai salah satu motor utama penggerak ekonomi masyarakat Sulbar yang dilakukan secara terprogram, menyeluruh, serentak & terorganisasi, melibatkan semua stakeholders dengan berbagai bisnis turunannya ;
10. Gerakan Nasional  Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao selanjutnya disebut  GERNAS  adalah  upaya percepatan peningkatan produktivitas tanaman dan mutu hasil kakao nasional dengan memberdayakan/melibatkan secara optimal seluruh potensi pemangku kepentingan serta sumberdaya yang ada, di  Kabupaten sentra kakao yang terkena serangan hama dan penyakit dengan kategori sedang sampai dengan berat ;
11. Sekretariat Gerakan Pembaharuan Kakao dan Gerakan Nasional  Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional selanjutnya disebut Sekretariat GPK-GERNAS  adalah lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur dan mempunyai tugas membantu Gubernur  dalam mensukseskan Program Gerakan Pembaharuan Kakao dan Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional (GPK-GERNAS) di Provinsi Sulawesi Barat ;
BAB II
VISI DAN MISI

Visi

Pasal 2
Visi GPK-GERNAS Provinsi adalah mewujudkan industri kakao (produksi sampai dengan pengolahan)  Sulawesi Barat  yang berkualitas, berdaya saing dan berkelanjutan.

Misi

Pasal 3

Untuk melaksanakan Visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Misi GPK-GERNAS Provinsi Sulawesi Barat adalah :

a. Mengoptimalkan sumberdaya alam, sumber daya manusia dan kelembagaan yang kuat bagi industri perkakaoan Sulawesi Barat ;

b. Membangun sistem berproduksi kakao yang berkelanjutan (menguntungkan, ramah lingkungan dan adaptif dengan kondisi sosial Sulawesi Barat), dinamis dan berdaya saing tinggi ;
c. Menjadikan usaha tani kakao sebagai bisnis berbasis industri (produksi hingga pengolahan), penggerak perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat ;

d. Mempelopori kerja sama nasioal dsn internasional untuk memajukan perkakaoan Indonesia yang tangguh dan berkelanjutan ;

e. Menjadikan Sulawesi Barat sebagai World Class Cocoa Center of Excollence.
BAB  III
PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI  
Pembentukan

Pasal 4
Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Sekretariat Gerakan Pembaharuan Kakao dan Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional, selanjutya disebut Sekretariat GPK-GERNAS Provinsi.

Tugas 

Pasal 5
Sekretariat GPK - GERNAS  Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, mempunyai tugas :

a. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Program GPK-GERNAS  baik tingkat di Provinsi maupun tingkat Kabupaten;

b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan GPK-GERNAS  Pusat, Provinsi dan Kabupaten;

c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan GPK-GERNAS  Provinsi dan Kabupaten;
d. melakukan penguatan kapasitas dan kelembagaan petani;

e. menyusun dan memperbaharui database mengenai produksi dan mutu kakao;

f. memfasilitasi pemasaran hasil produksi kakao secara maya berbasis teknologi IT;

g. menjadi media penyebaran informasi mengenai kakao antar petani kakao dan kelompok tani;
h. memberikan informasi kepada pelaku usaha baik dalam negeri maupun luar negeri dan masyarakat tentang perkakaoan;
i. menyebarluaskan  informasi tentang perkakaoan melalui penerbitan/pencetakan buku brosur, leaflet, poster serta informasi pendukung lainnya yang berhubungan dengan GPK–GERNAS.
Fungsi

Pasal 6
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat GPK-GERNAS Provinsi menyelenggarakan fungsi:

a. pusat kendali  GPK-GERNAS ;
b. pusat  informasi mengenai Kakao berbasis web/jaringan Sistem Informasi Geografis sebagai sarana informasi cepat dan instan dan akurat bagi penggunanya;

c. pusat data mengenai produksi dan mutu kakao;

d. fasilitasi koordinasi kegiatan GPK dan GERNAS  baik di Provinsi maupun Kabupaten;
e. sebagai sarana komunikasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah  Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten serta Pemerintah Daerah lainnya. 
BAB  IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7
(1) Susunan Organisasi  Sekretariat GPK–GERNAS Provinsi terdiri :

1. Pengarah ; 

2. Penanggung Jawab ;  

3. Wakil Penanggung Jawab ; 

4. Pelaksana Harian ;   

5. Wakil Pelaksana Harian ;  

6. Kesekretariatan & Pusat Informasi Kakao 

· Seksi Program ;
· Seksi Administrasi & Keuangan ;
· Seksi Informasi & Pelaporan ;
7. Kelompok Kerja I    : Budidaya Tanaman ;
8. Kelompok Kerja II   : Sarana dan Prasarana Wilayah ; 
9. Kelompok Kerja III :  Riset, Pengembangan, Pengolahan dan Pemasaran ;

10. Kelompok Kerja IV :  Permodalan , Kelembagaan dan Sosial ;

11. Kelompok Kerja V   :  Monitoring dan Evaluasi.
(2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I   dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.   
Pasal 8
Susunan personil untuk pengisian Organisasi Sekretariat GPK-GERNAS sebagaimana  dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 
BAB  V

TUGAS DAN FUNGSI POKJA
KOORDINATOR POKJA
Tugas

Pasal 9

Koordinator Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) angka 7 mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanana tugas dan fungsi Pokja-pokja.

Fungsi

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 9, Koordinator Pokja menyelenggarakan fungsi :

a. Pembantu Pelaksanan Harian ndalam kelancaran pelaksanan Program GPK – GERNASb;

b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Pokja yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait ;

POKJA I : BUDIDAYA TANAMAN
Tugas

Pasal 11
Pokja I : Budidaya  Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) angka 7. mempunyai  tugas :

a. menyusun tata laksana penanaman, pemeliharaan, panen dan pelaporan ;

b. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Barat ;

c. mengolah dan memverifikasi data calon petani dan calon lahan (CPCL) dari Kabupaten ;

d. melakukan sosialisasi pedoman umum dari Pemerintah Pusat bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten ;

e. melakukan monitoring dan evaluasi kesiapan bibit, sumber entris dan hasil pencapaian pelaksanaan program peremajaan dan rehabilitasi ;

f. menjamin pelaksanaan standar budidaya optimal yang berkelanjutan ;

g. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan budidaya berbasis spasial di Kabupaten ;

h. memonitor dan mengevaluasi perkembangan kegiatan  budidaya ;

i. memonitor perkembangan penyakit dan hama, terutama VSD dan PBK.   

Fungsi

Pasal 12
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,  Pokja I menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan tata laksana penanaman, pemeliharaan, panen dan pelaporan ;

b. pengoordinasian dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Barat ;

c. pengolahan  dan pemverifikasian  data calon petani dan calon lahan (CPCL) dari Kabupaten ;

d. pensosialisasian pedoman umum dari Pemerintah Pusat bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten ;

e. monitoring dan evaluasi kesiapan bibit, sumber entris dan hasil pencapaian pelaksanaan program peremajaan dan rehabilitasi, perkembangan kegiatan budaya, serta perkembangan penyakit dan hama ;

f. penjaminan  pelaksanaan standar budidaya optimal yang berkelanjutan ;

g. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan budidaya berbasis spasial di Kabupaten ;

POKJA II : SARANA DAN PRASARANA WILAYAH
Tugas

Pasal 13
Pokja II : Sarana dan Prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) angka 8 . mempunyai  tugas :

a. melakukan sinkronisasi program di bidang infrastruktur ;

b. memberikan dukungan administrasi terhadap proses sretifikasi dan legalitas lahan kebun kakao ;

c. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkup Provinsi ;

d. mempermudah akses ke sentra-sentra produksi ;

e. menginventarisasi dan mengevaluasi sarana dan prasarana ;

f. menyiapan sarana dan prasarana pendukung, termasuk drainase kebun ;

g. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten ;

h. monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup POKJA.

Fungsi

Pasal 14
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12,  Pokja I menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan  akses ke sentra-sentra produksi ;

b. menginventarisasi dan mengevaluasi sarana dan prasarana ;

c. penyiapan sarana dan prasarana pendukung, termasuk drainase kebun ;

d. koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten ;

e. monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup POKJA.

POKJA III : RISET, PENGEMBANGAN, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN
Tugas

Pasal 15
Pokja III : Riset, Pengembangan, Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) angka 9,  mempunyai  tugas :

a. sinkronisasi dan koordinasi kegiatan penelitian ;

b. memfasilitasi kerjasama penelitian dengan berbagai institusi di dalam maupun di luar negeri ;

c. mengidentifikasi penelitian berbasis urgensi, khususnya yang terkait dengan produktivitas, mutu, pemasraan, profitabilitas dan keberlanjutan ;

d. melakukan koordinasi dengan badan-badan usaha untuk mendorong pengembangan industri dan bisnis kakao di provinsi ;

e. menjalin kerjasama dengan industri pengolahan kakao dan pelaku pasar ;

f. mengevaluasi dan menilai sistem panen dan penanganan pascapanen kakao ;

g. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lain di lingkup Provinsi ;

h. melakukan kegiatan penelitian secara terpadu ;

i. melakukan diseminasi dan alih teknologi hasil penelitian, terutama pada aspek yang teridentifikasi sangat urgen dan strategis ;

j. mendorong berkembangnya industri pengolahan kakao ;

k. mendorong pengembangan jejaring pemasaran ;

l. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten mengenai Riset, Pengembangan, Pengolahan dan Pemasaran kakao ;

Fungsi

Pasal 16
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14,   Pokja III menyelenggarakan fungsi   tugas :

a. penelitian secara terpadu ;

b. pendeminasian dan pengalihan teknologi hasil penelitian, terutama pada aspek yang teridentifikasi sangat urgen dan strategis ;

c. pengembangan  industri pengolahan kakao ;

d. pengembangan jejaring pemasaran ;

e. pengoordinasian dengan Pemerintah Kabupaten mengenai Riset, Pengembangan, Pengolahan dan Pemasaran kakao ;

POKJA IV : PERMODALAN, KELEMBAGAAN DAN SOSIAL
Tugas

Pasal 17
Pokja IV : Permodalan, Kelembagaan dan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) angka 10,  mempunyai  tugas :

a. memfasilitasi sumber-sumber permodalan dan bantuan sosial ;

b. membuat desain dan pembinaan kelembagaan petani ;

c. melakukan sosialisasi secara terprogram intensif dan kontinyu untuk petani ;

d. menyusun kurikulum pembelajaran kakao di sekolah (SD, SMP, dan SMA/
e. melakukan koordinasi  dengan sumber-sumber permodalan dan kemudahan investasi ;

f. melakukan sinkronisasi  dan kordinasi terhadap kegiuatan bangtuan sosial ;

g. memperkaya pengetahuan kakao murid SD.SMP dan SMA/SMK untuk mendukung operbaikan kinerja budidaya dan bisnis kakao petani dan keluarganya ;

h. membangun kelembagaan petani (kelompok tani, GAPOKTAN dan Koperasi) yang kuat dan kompetitif ;

i. memberikan layanan kesehatan kepada petani dengan baik ;

j. memberikan layanan  asuransi kepada petani ;

k. melakukan pendidikan dan pelatihan untuk penguatan kelembagaan petani ;

Fungsi

Pasal 18
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pokja IV menyelenggarakan fungsi :

a. pengoordinasian  dengan sumber-sumber permodalan dan kemudahan investasi ;

b. pensinkronian  dan kordinasi terhadap kegiuatan bangtuan sosial ;

c. peningkatan pengetahuan kakao murid SD.SMP dan SMA/SMK untuk mendukung operbaikan kinerja budidaya dan bisnis kakao petani dan keluarganya ;

d. pembangunan kelembagaan petani (kelompok tani, GAPOKTAN dan Koperasi) yang kuat dan kompetitif ;

e. pelayananan kesehatan dan asuransi kepada petani dengan baik ;

f. pendidikan dan pelatihan untuk penguatan kelembagaan petani ;

POKJA V : PERENCANAAN, MONITORING DAN EVALUASI
Tugas

Pasal 19
Pokja V : Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) angka 11,  mempunyai  tugas :

a. melaksanakan perencanaan, montoring, evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan GPK dan GERNAS, diintegrasikan dalam sistem MONEV GPK dan GERNAS yang dipusatkan di Sekretariat GPK-GERNAS Provinsi ;

b. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ;

c. menyusun detail rencana program, mekanisme monitoring dan evaluasi kegiatan di semua Pokja 

d. membangun sistem informasi dan montoring kakao berbasis Web dan jaringan yang menjangkau semua Kabupaten dan Kecamatan di lingkup Provinsi ;

e. mengumpulkan data/laporan hasil kegiatan di semua POKJA ;

f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan fisik GPK dan GERNAS yang dilakukan Kabupaten ;

Fungsi

Pasal 20
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pokja V menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan detail rencana program, mekanisme monitoring dan evaluasi kegiatan di semua Pokja 

b. pelaksanaan sinkronisasi proigram dan kegiatan di tingkiat Provinsi dan Kabupaten ;

c. pembangunan sistem informasi dan monitoring kakao berbasis Web dan jaringan yang menjangkau semua Kabupaten dan Kecamatan di lingkup Provinsi ;

d. pengumpulan data/laporan hasil kegiatan di semua POKJA ;

e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan fisik GPK dan GERNAS yang dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi dan Kabupaten ;

BAB VI
TIM AHLI
Pasal  21
(1)   Untuk membantu tugas GPK–GERNAS Provinsi, diangkat Tim Ahli yang  terdiri dari orang yang profesional di bidang program pengembangan kakao secara terpadu.

(2)   Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 5  orang, dan salah seorang anggotanya ditunjuk sebagai Ketua Tim Ahli.

(3)   Apabila dianggap perlu, Anggota Tim Ahli  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah sesuai kebutuhan.   

(4)  Anggota Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

Pasal 22
(1) Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) terdiri   orang yang profesional di bidang :

a. Manajemen Lahan & Produksi Tani ; 

b. Agronomi dan Pengendalian Hama Penyakit ;

c. Manajemen Kesuburan & Kesehatan Tanah ;

d. Teknologi Pasca Panen, Industri Kakao dan Data Handling ;
e. Pemberdayaan Masyarakat.
(2) Susunan Keanggotaan Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
Pasal 23
Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 wajib menyampaikan laporan hasil kerjanya kepada Gubernur melalui Penanggungjawab GPK-GERNAS Provinsi.

BAB VII
HUBUNGAN GPK DAN GERNAS 

Pasal  24
(1) Hubungan antara GPK dan GERNAS  adalah hubungan koordinasi, sinkronisasi, sinergi,  konsultasi, monitoring & evaluasi terkait semua program dan kegiatan perkakaoan GPK-GERNAS.

(2) Hubungan sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) meliputi :

a. Hubungan antara GPK dan GERNAS  di tingkat Provinsi;

b. Hubungan antara GPK dan GERNAS  di tingkat Provinsi dengan GPK dan GERNAS  di tingkat  Kabupaten;

c. Hubungan antara GPK dan GERNAS   di tingkat  Kabupaten ;
BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 25
(1) Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat GPK-GERNAS Provinsi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan  GERNAS Pusat, dan GPK-GERNAS  Kabupaten.
(2) Setiap Koordinator POKJA, wajib mengawasi, mengendalikan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas POKJA masing-masing.

(3) Setiap Koordinator POKJA bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan Anggotanya dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam melaksanakan tugas.  

Pasal 26
Koordinator POKJA wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan melaporkan kepada Gubernur melalui Penanggungjawab Sekretariat GPK-GERNAS Provinsi.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 27
Pembiayaan  yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Sekretariat GPK-GERNAS  Provinsi  dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
BAB  X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28
Dengan berlakunya  Peraturan Daerah tentang Pembentukan Sekretariat Gerakan Pembaharuan Kakao dan Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional (GPK – GERNAS)  Provinsi Sulawesi Barat, maka  Peraturan Gubernur ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
Pasal  29
Peraturan Gubernur  ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur  ini dengan penempatannya dalam Berita  Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

	Ditetapkan di Mamuju

pada tanggal 15 Juni 2009
GUBERNUR SULAWESI BARAT

      H. ANWAR ADNAN SALEH


Diundangkan di Mamuju

pada tanggal  15 Juni 2009        

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT ,

                    H. M. ARSYAD HAFID
     BERITA  DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN  2009   NOMOR  19
LAMPIRAN  I PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
                        NOMOR

     
                                                                        TANGGAL

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT GERAKAN PEMBAHARUAN KAKAO – GERAKAN NASIONAL  PENINGKATAN PRODUKSI DAN MUTU KAKAO (GPK - GERNAS) DI PROVINSI SULAWESI BARAT   
















Keterangan: 


: garis komando 

..........  : garis koordinasi

Kegiatan

Pasal 7
Kegiatan yang dilakukan Sekretariat GPK–GERNAS Provinsi   adalah:

a. membangun sistem dan tata laksana kerja Sekretariat & mengkoordinator pelaksanaannya ;

b. mengkoordinir pelaksanaan pelatihan sumber daya manusia di bidang peningkatan mutu dan produksi kakao ;
c. mengkoordinir pelaksanaan pendampingan sistem ;

d. melakukan perbaikan sistem ; dan

e. monitoring, evaluasi dan pelaporan mengenai pelaksanaan percepatan peningkatan produktivitas tanaman dan mutu hasil kakao di Provinsi ;
Pasal 8

Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, langkah-langkah yang perlu dipersiapkan adalah:

a. penyiapan program ;

b. pelaksanaan  di tingkat Provinsi dan Kabupaten ;

c. sosialisasi di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Petani ;

d. pelatihan petugas lapangan dan petani  ;

e. pemetaan lokasi kegiatan peremajaan, rehabilitasi, dan intensifikasi ;

f. pengadaan bibit dan entris ;

g. pembuatan peta dan data klon unggul ;

h. mempersiapkan pupuk ; dan

i. melakukan monitoring,  evaluasi dan pelaporan. 
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Dr. Ir. Junaedi Muhidong, M.Sc.

Prof. Deddy T. Tikson, Ph.D
	Manajemen Lahan dan Produksi Tanaman
Agronomi, Pengendalian Hama & Penyakit

Pengelolaan dan Produksi Tanaman

Teknologi Pasca Panen & Manajemen Industri Kakao

Pemberdayaan Masyarakat
	Ketua merangkap 
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Anggota

Anggota
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                                                                                        H. ANWAR ADNAN SALEH

TIM AHLI





PENGARAH


Gubernur








PENANGGUNG JAWAB


Wakil Gubernur





WAKIL PENANGGUNG JAWAB


Sekretaris Daerah





PELAKSANA HARIAN


Ketua: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Litbangda 


Wakil Ketua; Kadis Perkebunan 





Sekretariat





Sistem Informasi Kakao





Program 





Administrasi





POKJA V





POKJA IV





POKJA III





POKJA II





POKJA I








PAGE  
1

